ABSTRAK

Muhajirin: Ganti Rugi dalam Hukum Islam dan Peluang Transformasinya dalam
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Konsep dhaman atau ganti rugi merupakan implementasi dari Magqdshid al-
Syari’ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, akal serta
harta. Masalah penelitian ini adalah bahwa UU nomor 8 tahun 1999 dianggap
belum sepenuhnya melindungi konsumen dan Pasal 1243-1252 KUHP dalam
penetapan ganti rugi masih menerapkan bunga/interest.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dzaman (ganti rugi)
dalam hukum Islam, regulasinya di Indonesia, relevansi antara hukum Islam
dengan regulasi di Indonesia dan peluang transformasinya dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Kerangka teori yang digunakan adalah Magdshid al -Syari’ah dan al-
Mashlahah (Grand Theory), teori Keadilan dan Tagnin (Middle Theory), dan
teori Dhamdn dan Gharamah (Applied Theory). Metode penelitian yang
digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research). Sedangkan
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan
(Comparative Approach).

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAiaman dalam hukum Islam
mempunyai pengertian Ta'widh (ganti rugi) dan Gharédmah (denda harta).
Ta'widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau
kekeliruan dengan cara menutup kerugian (dharar) dalam bentuk benda,
memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali, dan atau
menggantinya dengan uang atau benda yang sama (sejenis). Gharamah berupa
uang maupun benda lainnya diperbolehkan syara’, jika menyebabkan terwujudnya
kemashlahatan. Ganti rugi dalam regulasi peraturan perundangan di Indonesia
terjadi akibat pelanggaran norma dan wanprestasi serta perbuatan melawan
hukum, kreditur dapat menuntut ganti.rugi bunga (interest) atau keuntungan yang
diharapkan karena yang berlaku adalah. tuntutan agar keadaan kembali seperti
keadaan dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Ganti rugi sangat relevan untuk
dibahas karena memuat prinsip keadilan dan kemashlahatan sehingga berpeluang
untuk bertransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan
amanah konstitusi dan tidak memiliki hubungan dengan perjuangan umat Islam
menuju negara Islam atau Islam sebagai satu-satunya dasar Negara, tetapi
berkontribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap
komitmen negara kebangsaan (nation state) dan mampu berjalan beriringan
dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat Daniel E. Price yang menegaskan bahwa transformasi hukum
Islam ke dalam peraturan perundang-undangan dan kehidupan sosial masyarakat
dianggap bagian penting menuju negara Islam merupakan pendapat yang perlu
dikritisi, karena pemberlakuan syariat Islam harus merujuk pada konstitusi negara,
Pancasila, NKRI, serta Pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk final dari
komitmen kebangsaan bangsa Indonesia.



ABSTRACT

Muhajirin: The Indemnification in Islamic Law and the Opportunity of its
Transformation in Indonesian Laws.

Dhaman concept or indemnification is the implementation of Magashid al-
Syari’ah, which protect religion, soul, inherit and honour, inelectuality and
wealth. The research problem focuses on low namber 8 year 1999 wich
consirederebaly has not protected the consomer. Its also considered that section
1243-1252 of KUHP still deals with interest in the implementation of
redemnification.

This research is aimed at analyzing the dhaman concept (indemnification) in
the Islamic law, its regulation, the relevance with Islamic law and Indonesian
regulation, and the opportunity of its transformation in Indonesia law. Magashid
al-Syari’ah dan al-Mashlahah (Grand Theory) is used to reach the objective that
dhaman aims at preserving rights, property, also preventing damage and financial
loss, Justice Theory and Tagnin Theory (Middle Theory) supports that a judge has
an authority to determine the amount of indemnification based on justice
principles. Finally, in Dhaman (Applied Theory), dhaman is comprehended as
tawidh (indemnification) and gharamah (fine treasure). The method is normative
juridical method by doing library research. The comparative approach is applied
also in this research.

The results shows that Dhaméan in Islamic law means Ta 'widh
(Indemnification) and Gharamah (property fine). Ta'widh is covering loss
because of violation or mistake for sibtitution with thing, fixing the broken thing
or giving money or similar things. Gharamabh ini form of money or other thing is
allowed by syara’, use long as it gives benefits. Indemnification in Indonesia law
regulation occurs because of the violation of norm and tort, the actions against the
law, and creditor’s action which could claim indemnity interest or profits.
Indemnification is extremely relevant to be studied since it accommodates the
principles of justice and benefit, so it has an opportunity to be transformed into
Indonesia law regulation. The transformation . into Indonesia law regulation is a
contitution mandate and has no realition with fight of Islamic community into
Islamic only fondation. However, it still gives contribution in stengthening
Islamic comunity to nation state commitment and teks to gether with Pancasila
and UU 1945.

The opinion Daniel. E. Price wich clarifies that the transformation of
Islamic law regulation and social society is considered as important past in the
direction of Islamic contry needs to be criticized, because the aplication of Islamic
law should refer to nation constitution, Pancasila, NKRI and Pembukaan UUD
1945 as last form of Indonesian nationality commitment.
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